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FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pahlawan No. 7 Telp. (024) 8415500 – Psw. 170, Fax. (024) 8416676 

 

Asslamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Salam sejahtera untuk kita semua. 

➢ Yang Terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah; 

➢ Yang Terhormat, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua 

Beserta Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 

➢ Yang Kami Hormati, Jajaran Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;  

➢ Yang Kami Hormati, Jajaran Eksekutif, Wartawan dan 

segenap Hadirin yang berbahagia. 

 

Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puja dan 

puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, dalam keadaan sehat wal’afiat, kita 

dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah yang 

terhormat ini, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah.  

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami mengucapkan terimakasih 

atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan Pemandangan Umum 

Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2023 Tentang pajak 

dan Retribusi Daerah ini. 
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Rapat Dewan yang Terhormat, 

  Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Fraksi Partai 

Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, berpandangan sebagai berikut: 

1. Bahwa pajak dan retribusi daerah menjadi instrumen strategis dalam 

mendukung kekuatan dan kapasitas fiskal daerah sebagai penopang 

utama bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai 

urusannya secara berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah terkait dengan 

pajak dan reteribusi daerah tentu membutuhkan adaptasi dan 

reposisi, terutama yang terkait dengan diberlakukannya Perda 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya.  

Perubahan struktur kelembagaan tersebut pasti berimplikasi pada 

penyesuaian pajak retribusi, struktur tarif, serta mekanisme 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. 

2. Diperlukannya payung hukum berupa Perubahan Perda terkait Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah adalah demi menjamin kepastian 

hukum, efektivitas pemungutan, dan akuntabilitas pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah demi mewujudkan kemandirian fiskal 
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daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga 

keselarasan antara kebijakan keuangan daerah dengan dinamika 

kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-uandangan yang 

berlaku. 

Penyesuaian/ perubahan Pajak dan retribusi daerah juga harus 

didasarkan pada prinsip keadilan, kemampuan masyarakat dan 

komitmnen perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara 

berkelanjutan serta menjamin adanya tertib administrasi dan 

pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan. 

3. Dalam arah pengaturan terkait dengan penyesuian struktur dan 

besaran tarif retribusi Daerah hendaknya tetap diperhatikan / 

diselaraskan dengan kemampuan masyarakat, terutama yang dilapis 

bawah dan berada pada kondisi ekonomi yang mengalami 

“kerentanan” / berpotensi tidak stabil, terutama yang bergerak 

dibidang ekonomi informal, khususnya para pelaku UMKM. Pelaku 

ekonomi demikian mesti diproteksi, sebab secara nyata ikut menyerap 

lapangan kerja yang jumlahnya sangat besar sehingga ikut menjadi 

penopang kestabilan ekonomi ditengah masyarakat. 

4. Perubahan Perda terkait Pajak dan Retribusi Daerah secara nyata 

harus diarahkan pada pencapaian tujuan optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan. 

Peningkatan PAD ini hendaknya menjadi salah satu misi dan arah 

perubahan Perda pajak dan retribusi daerah-- mengingat sangat 



 

F r a k s i  P a r t a i  D e m o k r a t  D P R D  P r o v i n s i  J a w a  T e n g a h | 5  

vitalnya posisi Pendapatan Asli Daerah ditengah berkurangnya alokasi 

dana transfer dari pusat. Peningkatan PAD ini menjadi keniscayaan 

misi yang mesti diperjuangkan/ diwujudkan demi menjamin kekuatan 

dan keleluasaan fiskal daerah sehingga dapat mewujudkan berbagai 

program pemerintah daerah, juga sekaligus peningkatan pelayanan 

secara lebih berkualiatas ditengah masyarakat. 

5. Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 

saatnya wajib disosilisasikan secara masif kepada masyarakat agar 

urgensinya dapat difahami secara tuntas. Sosialisasi secara massif, 

terbuka dan tuntas ini wajib dilakukan agar tidak terjadi “disinformasi” 

terkait penyesuaian Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditengah 

masyarakat. 

Langkah seperti ini sangat penting agar tidak timbul protes, 

kegaduhan dan ketidakpuasan publik akibat terjadinya perubahan 

Pajak Daerah dan Retribusi daerah, terutama yang terkait dengan 

penyesuaian / kenaikan tarif harus ditanggung dan bayarkan oleh 

masyarakat. 

Rapat Dewan yang Terhormat,  

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Perubahan Peraturan 

daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

dengan harapan dapat semakin memperkaya kazanah kebijakan yang 
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lebih ideal dalam percepatan mewujudkan berbagai aspirasi yang terus 

berkembang luas serta dinamis ditengah kehidupan masyarakat Jawa 

Tengah. Sekian, Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Semarang, 30 April 2026 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 
 Ketua, Sekretaris, 

 

 

Dr. Hj. Kartina Sukawati, SE., MM., MH 

 

 

Ardhie Kurniawan, A.Md 

  


